WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR : 18>+ TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Menimbang

Mengingat

LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Daerah dan untuk meningkatkan kinerja dan
kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan
Pemerintah Kota Baubau, perlu menetapkan Tambahan
Penghasilan Pegawai;

bahwa agar pelaksanaan kebijakan pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara terselenggara
secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggungjawab, perlu menetapkan kembali Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara lingkup
Pemerintah Kota Baubau semester kedua;

bahwa hasil fasilitasi dan pemberian persetujuan
pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara lingkup Pemerintah Kota Baubau Tahun 2022,
Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 50 Tahun 2022 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Lingkup Pemerintah Kota Baubau Tahun 2022, perlu
diubah dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota
Baubau;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Babas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 3815); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 128
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926),

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016
Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau
Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2022
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kota Baubau Tahun 2022 Nomor 4);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun
2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri
Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 22/1/2022 tentang
Pembentukan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota
Baubau.




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU
TAHUN 2022.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 50 Tahun 2022
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah
Kota Baubau Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2022 Nomor 50)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 4
(1) tetap;
(2) Kriteria TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut :
a) tetap;
b) tetap;
c) tetap;

d) TPP berdasarkan kondisi kerja.

1. Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja yang diberikan kepada
ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan trantibumlinmas
sesuai kebijakan Kepala Daerah adalah sebesar 15 % (lima belas persen)
dari besaran basic TPP;

2. Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja yang diberikan kepada
ASN yang diberi tugas tambahan sebagai Pokja pada Bagian Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebesar 85% (delapan puluh lima
persen) dari besaran basic TPP ;

e) tetap; dan
f) tetap.
2. Ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf u,
sehingga berbunyi sebagai berikut :
a) tetap;
b) tetap;
c) tetap;
d) tetap;
e) tetap;
tetap;
g) tetap;
h) tetap;
i) tetap;

=




j) tetap;
k) tetap;
1) tetap;
m) tetap;
n) tetap;
o) tetap;
p) tetap;
q) tetap;
r) tetap;
s} tetap;
t) tetap;
u) Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Pasal II

Lampiran II ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c, yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Juli 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 4 Novemper 2022

WALI KOTA BAUBAU

ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 4 NoveDper 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,
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LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR : |82 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022.

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU SEMESTER KEDUA TAHUN 2022

A. tetap;

B. tetap; dan

C. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pokja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Kelas Jabatan/ Eselon Basic TPP Persentase | TPP Berdasarkan Persentase TPP Berdasarkan | BESARAN TPP ASN
No (%) TPP Beban Kerja (%) TPP Kondisi Kerja Yang Dibayarkan
an Beban Kondisi Kerja Daerah
Kerja
1 2 3 4 S5=3x4 6 7=3%x6 8
1. | 14 11/b Rp. 10,773,213 65 Rp. 7,002,588 15 Rp. 1,615,982 Rp. 8,000,000,
2, |12 Il/a Rp. 7,731,393 45 Rp. 3,479,126 15 Rp. 1,159,709 Rp. 4,200,000,
3. |11 III/b Rp. 5,977,333 45 Rp. 2,689,799 15 Rp. 896,600 Rp. 3,200,000,
4. | 9 IV/a Rp. 4,522,865 45 Rp. 2,035,289 15 Rp. 678,430 Rp. 2,500,000,
5. 8 IV/b Rp. 3,635,204 45 Rp. 1,635,841 15 Rp. 545,281 Rp. 2,000,000,
6. 7 Pokja Pengadaan Barang Rp. 3,205,145 65 Rp. 2,083,344 85 Rp. 2,724,373 Rp. 4,800,000,
dan Jasa

7. | 5 | JFU/ Jabatan Pelaksana | Rp. 2,322,800 45 Rp. 1,045,260 15 Rp. 348,480 Rp. 1,300,000,

WALI KOTA BAYBAU,

ODE AHMAD MONIANSE




